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Penelitian ini bermaksud untuk menelisik apakah norma hukum Indonesia yang ada mampu mengakomodasi
dan mengamankan perempuan dari manifestasi kekerasan seksual yang lahir dari perkembangan teknologi.
Suatu bentuk kekerasan seksual yang difasilitasi oleh teknologi adalah non-consensual pornography, yakni
penyebaran konten bermuatan seksual tanpa persetujuan dari pemilik, pembuat, dan/atau subyek yang
berada dimuat dalam konten tersebut. Terbilang bahwa peraturan perundang-undangan yang sekarang ada
berkaitan dengan penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan adal ah Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaks Elektronik
sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 (UU ITE), dan Undang-Undang
Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Dengan menggunakan teori hukum feminis
untuk membedah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, beberapa putusan pengadilan
serta pengalaman para korban pornografi tanpa persetujuan, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu
apakah produk hukum yang ada telah menginternalisasi pengalaman para korban perempuan dan
memungkinkan mereka untuk mengakses keadilan secara substantif. Penelitian ini menemukan bahwa
meskipun Indonesia sudah memiliki regulas terkait penyebaran muatan pornografi tanpa persetujuan,
namun hukum belum bisa menjamin akses pada keadilan yang berkelanjutan bagi perempuan korban sebab
hukum yang ada masih acuh terhadap konsep “ persetujuan”, “privasi” serta trauma yang dirasakan oleh
korban dan memandang tindakan tersebut sebagal pelanggaran rasa kesusilaan masyarakat belaka. Kerangka
hukum yang demikian belum bisa memula perubahan sikap yang bersifat strategik dan berjangka panjang
untuk menghapus ketidakadilan sistemik yang dihadapi oleh para perempuan korban kekerasan.

...... This research aimsto explore whether or not existing Indonesian law can accommodate and protect
women from forms of sexual violence that are born from technological development, such as non-
consensual pornography. As aform of technology facilitated sexual violence, non-consensual pornography
is the dissemination/distribution of sexually explicit content without the consent of the owner, producer
and/or subject portrayed within the content. Indonesian regulations relevant within the discourse include the
Indonesian Penal Code (KUHP), Law No. 11 of 2008 as has been revised by Law No. 19 Y ear 2016 on
Electronic Information and Transactions (UU ITE), and Law No. 44 of 2008 on Pornography (UU
Pornografi). By utilizing feminist legal theories and methodol ogies to analyze laws, court decisions, and
victims' experiences, this research aims to discover whether the law has successfully internalized the
experiences of women victims and enabled them to access substantive justice. This research found that
although Indonesia already has a number of different regulations pertaining to non-consensual pornography,
it is unable to ensure that women have sustai nable access to justice as the law still ignores the concept of
“consent”, “privacy”, as well as the harms sustained by the victim, and continues to perceive it asaviolation
of society’s standards of decency as opposed to an act of sexual assault. Such alegal framework is unable to
initiate strategic long-term norm changes to eradicate the systemic injustice experienced by sexual violence
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victims.



